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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : Ku.01.02 /Kep.107 - BkpSOM /2023
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana
kerja (Renja) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Tim
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerimtah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan
Musrembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta tahun 2006 nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
tahun 2008 nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022 Nomor 55);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya manusia (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 (Berita Derah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tentang Tim
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.



KESATU :  Menunjuk dan Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purwakarta dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini,
melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan
dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Maret 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

A MANUSIA
TA

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN

PURWAKARTA
NOMOR v Ku.01.02 / Kep. 107 -BKPSDOM /2023
TANGGAL + 14 MARET 2023
TENTANG :  TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

1 Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM
II Ketua : Sekretaris BKPSDM
[l Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan

Kepala Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Kepala Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan
IV Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan

dan Pelaporan
V  Anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
Analis Kepegawaian Ahli Muda (1 orang)

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda (6) Orang
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